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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN PERTAMBANGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o1,

BUPATI SERANG,

. a. bahwa dengan telah ditetapkannyakmeé Undang Nomor 22 Tahun 1999,

Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam menyelenggamikaomi daerah

diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertagggwab, yang

diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan mentkafaaumber daya
nasional secara proporsional, maka sebagian bidprgambangan

merupakan salah satu kewenangan yang diberikard&egaerah sehingga
peraturan dan ketentuan yang sudah ada sebeluakieyh Undang —
undang dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian Eaubahan.

bahwa peraturan daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentajak PPengambilan
dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sudah sesikai lagi dengan
situasi dan kondisi, perlu dilakukan perubahan ;

bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf abdah atas, perlu
melakukan perubahan yang ditetapkan dengan Pardbaerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 19mang Ketentuan — Ketentuan
Pokok Pertambangan ( Lembaran Negara Tahun 1960N22) Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2831) ;

Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukuraraAdidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan &embNegara
Nomor 3209) ;

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang BadamydResaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nom®s, 3bambahan
Lembaran Negara Nomor 3684) ;

Undang — Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pagakdh dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Taambdlembaran
Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dedgdang — Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 dXog8#6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-undang ........



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang — Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pemad#ajak Dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomoratipahan Lembaran
Negara Nomor 3691) ;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolangkungan
Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu871®omor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699

Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Petaban Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan &embNegara
Nomor 3839) ;

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang PengdraKeuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Négdman 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang PemlkemtPropinsi
Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Thamb&embaran
Negara Nomor 4010) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentangeR@mpokan Bahan
Galian Tambang (Lembaran Negara Tahun 1980 NomorTé&rmbahan
Lembaran Negara Nomor 3174) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentalad$2maan Undang —
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Riddembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Négarer 3258) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangvei@&ngan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daet@mo@ (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Béganor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentangk PBaerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambaharbéean Negara
Nomor 4138) ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 @ak002 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahuht2@éang Tata Cara
dan Teknik Penyususnan Rancangan Peraturan Daezbhp#ten Serang
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahurl 26@tang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupatend@g@rambaran Daerah
Tahun 2001 Nomor 500) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahuwi 26ntang
Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian DaeraBatiam Pengelola
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nob®)r; 5

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 TahuB Bfiiang ljin
Pengusahaan Pertambangan Umum ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG THKWNG PAJAK
PENGAMBILAN BAHAN GALIAN PERTAMBANGAN.

BABI............



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangieab® Otonom yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah.

Bupati adalah Bupati Serang.

4. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Bengfeduangan Daerah Kabupaten

Serang.

5. Dinas teknis adalah Dinas yang memberikan pelaytsans dibidang pertambangan.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertebidashg perpajakan daerah sesuai dengan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

peraturan perundang — undangan yang berlaku.

Pajak Pengambilan Bahan Galian Pertambangan ydagjigaya disebut pajak pungutan
daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan gatimbangan.

Bahan Pertambangan adalah bahan galain pertambgafian golongan a, golongan b dan
golongan ¢ sebagaimana dimaksud dalam peraturangserg — undangan yang berlaku.

Pengambilan Bahan Galian Pertambangan adalah péilganbahan pertambangan galian
golongan a, golongan b dan golongan c dari sunlber didalam dan atau permukaan bumi
untuk dimanfaatkan.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutispagkiat SPTPD adalah surat yang
digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pengigan dan pembayaran pajak yang
terutang menurut peraturan perundang — undangpajpkan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya digin§8PD adalah surat yang digunakan
oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran ataygieran pajak yang terutang ke Kas
Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupa

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnyagisir6KPD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yangqjsélga disingkat SKPDKB adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlak pang terhutang, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besasaghksi administrasi dan jumlah yang
masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambayeng selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukanahambatas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang jsifga disingkat SKPDLB adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan peméayzajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar dari pajak terhutang atau tidak sehgeuterhutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutdigingkat SKPDN adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah pajak yang tergigama besarnya dengan jumlah kredit
pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak addikpajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya diain§KPD adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bdagatau denda.



BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Pemgaalipungut pajak atas kegiatan
pengambilan bahan galian pertambangan.

(2) Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan bahaanga¢rtambangan.
(3) Bahan galian pertambangan sebagaimana dimaksudpaté?) pasal ini adalah :
a. Bahan Galian Golongan A, yang meliputi :
1. bitumen cair ;
lilin ;
bitumen padat ;
aspal ;
antrasit ;
batubara ;
batubara muda ;

uranium ;

© ©o N o bk WD

radium ;
10.thorium ;
11.bahan galian radio aktif ;
12.nikel ;
13.kobalt ;
14.timah ;
b. Bahan Galian Golongan B, yang meliputi :
pasir besi ;
besi ;
mangan ;
krom ;
wolfram ;
vanadium ;
titan ;
bauksit ;
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tembaga ;

10.timbale ;

11.seng;

12.emas ;

13.platina ;

14.air raksa ;

15.intan ;

16. arsin .........



16.arsin ;

17.antimon ;

18.bismuth ;
19.rhutenium ;

20.serium ;

21.logam langka lainnya ;
22.berilium ;
23.korundum ;

24.zircon ;

25 kristal kuarsa ;
26.kriolit ;

27.fluorospor ;

28.barit ;

29.yodium ;

30.brom;

31.clor;

32.belerang ;

Bahan Galian Golongan C, yang meliputi :
asbhes ;

batu tulis ;

batu setengah permata ;
batu kapur ;

batu apung ;

batu permata ;
bentonit ;

dolomit ;
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feldspar ;

10.garam batu (halite) ;
11.grafit ;

12. granit/andesit (batu gunung) ;
13.gips;

14.Kkalsit ;

15.kaolin ;

16.leusit ;

17.magnesit ;

18.mika ;

19. marmer ;

20.nitrat ;

21.opsidien ;

22.0ker ;

23. pasir



23.pasir laut ;
24.pasir dan krikil ;
25.pasir kuarsa ;
26. perlit ;
27.phosphat ;
28.talk ;

29.tanah serap (fullers earth) ;
30.tanah diatome ;
31.tanah liat ;
32.tawas (alum) ;
33.tras ;
34.yarosif ;
35.zeolit;
36.basal ;
37.trakkit ;

Pasal 3
Dikecualikan dari obyek pajak, adalah :
a. Kegiatan pengambilan bahan galian pertambangark keperluan rumah tangga.

b. Kegiatan pengambilan bahan galian berskala keaoid yecara teknis diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Pertambaad@iah orang pribadi atau badan yang
mengambil bahan pertambangan ;

(2) Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Pertambandalata orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan pengambilan bahan galian pertayaban

BAB I
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Pasal 5
(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pabgan bahan galian pertambangan ;

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasaldihitung dengan mengalikan
volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai patsar harga standar masing — masing jenis
bahan galian pertambangan.

(3) Nilai pasar atau harga standar sebagaimana dimaleal ayat (2) pasal ini, untuk masing —
masing jenis bahan galian pertambangan ditetapi@ara periodik oleh Bupati.

Pasal 6
Tarif pajak ditetapkan setinggi —tingginya seb&a®o (dua puluh prosen).

BABIV ............



(1)
(2)

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7
Pajak yang terhutang dipungut di wilayah daerah ;

Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan oaeagalikan tarif pajak sebagaimana
dimaksud pada pasal 6 dengan dasar pengenaan gejagaimana dimaksud pada pasal 5
peraturan daerah ini.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT TERHUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1)(batan takwin.

Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada pa@jambilan bahan galian pertambangan
dilakukan.

(1)
(@)

3)
(4)

(1)

(2)

(1)

Pasal 10
Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasahanus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak ktesanya.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasddamis disampaikan kepada Bupati
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelahkdb@nya masa pajak.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkeh Bupati.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

Berdasarkan SPTPD sebagimana dimaksud dalam p@sayet (1) Peraturan Daerah ini,
Bupati menetapkan Pajak terhutang dengan menent8K#D.

Apabila SKPD sebagimana dimaksud ayat (1) pasaidak atau kurang dibayar setelah lewat
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPierima, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulantdgiim d@lengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagairdanaksud dalam pasal 10 ayat (1)
Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitungnpeghitungkan dan menetapkan pajak
sendiri yang terhutang.

(2) Dalam ......



(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saatit@nignya pajak, Bupati dapat menerbitkan.
a. SKPDKB.
b. SKPDKBT.
c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurakalpni, diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketaralagn pajak yang terhutang tidak atau
kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi keerbpnga sebesar 2 % (dua prosen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tdsktndibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak eathtitangnya pajak ;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktng ditentukan dan telah ditegur
secara tertulis, maka dikenakan sanksi administ@sipa bunga sebesar 2 % (dua prosen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau tdsktndibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat tergotenpajak ;

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,agayang terhutang dihitung secara
jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupaikan sebesar 25 % (dua puluh lima
prosen) dari pokok pajak ditambah sanksi admirgsto@rupa bunga sebesar 2 % (dua
prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang sgdambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitunglsspat terhutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurubabal ini, diterbitkan apabila
ditemukan data baru atau data yang semula belumdgkap yang menyebabkan penambahan
jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi adtnasis berupa kenaikan sebesar 100%
(seratus prosen) dari jumlah kekurangan pajakhetse

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru$al jpa diterbitkan apabila jumlah pajak
yang terutang sama besarnya dengan juumlah kragik @tau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam KB dan SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal inktigtau tidak sepenuhnya dibayar dalam
jangka waktu telah ditentukan, ditagih dengan niatlen STPD ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua proskules.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimarakslid pada ayat (4) pasal ini, tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendmeken dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tetapayang ditunjuk oleh Bupati sesuai
waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKBPBKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat laingyditunjuk, hasil penerimaan pajak harus
disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24atamdalam waktu yang ditentukan oleh
Bupati.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada aydarlj2) Pasal ini dilakukan dengan
menggunakan SSPD.

Pasal 14
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus ataas lun



(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajidk pantuk mengangsur pajak terutang
dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi peataa yang ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksudgyatlg2) pasal ini harus dilakukan
secara teratur dan berturut-turut dengan dikenbkaga sebesar 2% (dua prosen) sebulan dari
jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada WajkkRatuk menunda pembayaran Pajak
sampai batas waktu yang ditentukan setelah memepeiByaratan yang ditentukan dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulajucidah pajak yang belum atau kurang
dibayar.

(5) Persyaratan untuk dpaat mengangsur dan menundaaparab serta tata cara pembayaran
angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pd@)agan (4) Pasal ini ditetapkan oleh
Bupati.

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud padhlgt Peraturan Daerah ini, diberikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku peaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran duku penerimaan pajak ditetapkan oleh
Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat ylamg sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujah)skjak saat jatuh tempo.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggahtsteguran atau surat peringatan atau surat
lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pggalg terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat laig gajenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjghddupati.

Pasal 17

(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tdidknasi dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringdiéau Surat lain yang sejenis, jumlah Pajak
yang harus dibayar, ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SBaksa segera setelah lewat 21 (dua puluh
satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Seraigatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasadajangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal
pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditungh Bupati segera menerbitkan Surat Perintah
Pelaksanaan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belugajmelunasi utang pajaknya, setelah lewat 10
(sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan SurantBRrimelaksanakan Penyitaan, Pejabat yang
ditunjuk oleh Bupati mengajukan permintaan penetgpaggal pelelangan kepada Kantor Lelang
Negara.
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Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggn dan tempat melaksanakan lelang, Juru
Sita memberitahukan dengan segera secara tergylaglla Wajib Pajak

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakanulnpelaksanaan pajak daerah ditetapkan oleh
Bupati.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapatb@ekan pengurangan, keringanan dan
pembebasan Pajak.

(2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dabgbasan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23
(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wagjgk Bapat :

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau Shabg dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan lakeliruan dalam penerapan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;

b. Membatalkan atau mengurangkan Ketetapan Pajaktigaigbenar ;

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administeaspa bunga, denda dan kenaikan
pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dkamkarena kehilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahan;

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangantapate dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDB®EPDKBT dan STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaskaara tertulis oleh Wajib Pajak kepada
Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lamjaatBO (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan menkan alasan yang jelas.

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati gpliama 3 (tiga) bulan sejak surat
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) iReddkerima, sudah harus memberikan
keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaendimaksud pada ayat (3) Pasal ini,
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati tidakmberikan keputusan permohonan
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan elayhg@pusan atau pengurangan sanksi
administrasi dianggap dikabulkan.

B ABXI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepaplati atau Pejabat yang ditunjuk oleh
Bupati atas suatu :
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SKPD;
SKPDKGB;
SKPDKBT;
SKPDLB;
e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud padd piasal ini harus disampaikan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 )tlgdan sejak tanggalSKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pagdpat menunjukan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan dike&uasaan.

Qo T p

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dajangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat permohonan keberatamamhbana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
diterima , sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) hgkebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini
Bupati atua pejabat yang ditunjuk oleh Bupati tidakmberikan keputusan, permohonan
keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud patdéla Pasal ini tidak menunda kewajiban
membayar pajak.
Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badmyefesaian sengeka Pajak dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanyauikegpan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada gyRa¢al ini tidak menunda kewajiban
membayar pajak.
Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimakdadhdaasal 24 atau banding sebagaimana
dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah ini dikabusebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah anldalnga sebesar 2% (dua prosen) sebulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

B ABXII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengeanblaéilebihan pembayaran pajak kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sedartulis dengan menyebutkan sekurang-
kurangnya :

a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;

b. Masa Pajak;

c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dajangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembaliagbkedn pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikpntksan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayapd8al ini dilampaui, Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk oleh Bupati tidak memberikan Keputysaermohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLBishditerbitkan dalam waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila ....
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(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainngkekihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkatak melunasi terlebih dahulu utang pajak
dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukéamdwaktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan tSBesintah Membayar Kelebihan Pajak
(SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajakuwllan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabatgyaitunjuk oleh Bupati memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua prosen) sebulankatedambatan pembayaran kelebihan
pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkangdn utang pajak lainnya, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerahpembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga hedakagai bukti pembayaran.

BAB XIlI
KADALUARSA

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsdatemelampaui jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, keapabila Wajib Pajak melakukan tindak
pidana di bidang Perpajakan Daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud ay@aga) ini tertangguh apabila:
a. Diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
b. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak laaigsung maupun tidak langsung.

BAB XIlI1
JAMINAN KEGIATAN PERTAMBANGAN

Pasal 30

(1) Untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkunggemegang ijin diwajibkan untuk
memberikan jaminan reklamasi yang besarnya didasdt&pada langkah-langkah yang harus
dilakukan oleh penambang, sesuai dengan apa yeangrtg dengan dokumen AMDAL, UPL
dan UKL

(2) Disamping dana jaminan reklamasi, kepada pemegangliwajibkan untuk memberikan
dana patrtisipasi kepada masyarakat di sekitar igeammbangan.

(3) Dana jaminan reklamasi dan dana partisipasi sefvaga dimaksud ayat (1) dan (2) di atas,
secara teknis diatur tersendiri dengan Keputusgratu

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menydaapa&PTPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keteraggag tidak benar sehingga merugikan
Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana lkamymaing lama 1 (satu) tahun dan atau
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yemngtang.

(2) Wajib ........
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(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampa8®hPD atau mengisi dengan tidak
benar atau tidak lengkap atau melampirkan keteraggag tidak benar sehingga merugikan
Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana pgmding lama 2 (dua) tahun dan atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajalkgyt@nutang..

Pasal 32

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasata®l(lg dan (2) Peraturan Daerah ini tidak
dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (seputahun sejak saat terutangnya pajak atau
berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagianpatak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkundgz@merintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyiditkadak pidana di bidang perpajakan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangrN®ifahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud padd1gyzdsal ini adalah :

a. Menerima, mencarimengumpulkan dan meneliti keg@a atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan dae@hlaporan tersebut menjadi lengkap
dan jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mmaigerang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehahuengan tindak pidana perpajakan
daerah tersebut.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orangagriltau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumé&orden lain berkenaan dengan
pidana di bidang perpajakan daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahatn ferkbukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaamdea bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanagms penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggaldiangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksatédeatang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayab&z) ihi;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindahpigerpajakan daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya daerittisa sebagai tersangka atau
saksi.

j.  Menghentikan Penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancgranyidikan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah menurut Hukum yang dapat diggytenyjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasamemberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannyaadaenuntut Umum, melalui Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuagale ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI ........
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BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka panjipertambangan yang sudah ada
berdasarkan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 199&ntenPajak Pengambilan dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C masih berlakpaadengan berakhirnya jangka
waktu perijinan.

(2) Pemberian perijinan sebagaimana dimaksud dalam(&ayatasal ini, selambat — lambatnya 6
(enam) bulan telah dilakukan penyesuaian berdasasaturan daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 35

Hal —hal yang belum cukup diatur dalam Peraturarer&ia ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputBsipati.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka RaratDaerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Serang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak PengamtaiarPengolahan Bahan Galian Golongan
C (Lembaran Daerah Nomor 441 Tahun 1998) Seri An dagala ketentuan petunjuk

pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak beléju

Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaildfingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintalgeamgundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kahupetang.

Disahkan di Serang
pada tanggal 31 Agustus 2004

BUPATI SERANG,

Capl/ttd

BUNYAMIN
Diundangkandi Serang
pada tanggal 1 September 2004

SEKRETARISDAERAH KABUPATEN SERANG,
Cap/ttd
AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2004 NOMOR 686 SERI A



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN PERTAMBANGAN

PENJELASAN UMUM

Potensi bahan galian pertambangan di Kabupataan&enempunyai peranan penting
dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan daerip&han, oleh karenanya perlu
dimanfaatkan secara optimal dan penuh tanggungijawa

Pemanfaatan potensi tersebut di dalam pengelgtaarperlu ditangani secara
profesional agar dampak negatif terhadap tanah lagkungan di sekitar dapat diatasi,
sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetpglilesira dan terjaga.

Sebagai konsekuensi atas pengambilan dan peraelbl@han galian pertambangan,
maka perlu dikenakan pungutan berupa pajak yangupakan alat pengendali, sehingga
pengambilan dan pengelolaan bahan galian pertamgbanatidak dilakukan secara tidak
bertanggung jawab. Selain dari pada itu denganndikannya pajak terhadap pengambilan
bahan galian pertambangan diharapkan dapat merabeki&ntribusi dalam meningkatkan
sumber Pendapatan Daerah guna membiayai penyetaaggaembangunan dan Pemerintahan
Daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka peehgatur Pengambilan Bahan
Galian Pertambangan dengan Peraturan Daerah.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipeaggan dalam Peraturan Daerah ini.
Pasal 2
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7 ........



Pasal 7
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1), (2), (3) dan (4)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)

Surat Paksa digunakan sebagai upaya agar tergapefektivitas dan
penagihan pajak, ketentuan ini memberi kekuatanekeitsrial serta memberi
kedudukan hukum yang sama dengan putusan pemgadihg telah mempunyai
kekuatan hukum tetap kepada Surat Paksa. DengaikidenSurat Paksa langsung
dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengdddamlan tidak dapat diajukan

banding.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 18

Adalah tindakan Juru Sita Pajak untuk menguasaary penanggung pajak, guna
dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak mehyeraturan perundang-undangan

yang berlaku.



Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas
huruf b

Bupati karena jabatannya, dan berlandaskarr lesuilan dapat mengurangkan
atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benaalnya wajib pajak

ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memepalsyaratan formil

(memasukkan surat keberatan tidak pada waktunyakimen  persyaratan
materil terpenuhi.

Huruf ¢
Cukup jelas
Ayat (2), (3) dan (4)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)

Keberatan yang diajukan adalah terhadap maten &i dari ketetapan dengan
membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayarurut perhitungan wajib
pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaaadglah suatu keadaan yang
terjadi di luar kehendak wajib pajak, misalnya karevajib pajak sakit atau terkena
musibah bencana alam.

Ayat (3)
Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada wagdak dalam rangka tertib
administrasi.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksudar agvajib pajak tidak
menghindarkan kewajiban untuk membayar pajak yelatditetapkan dengan dalih
mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegamtgygaya penerimaan daerah.

Pasal 25 .......



Pasal 25
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan aarmdpngan diterbitkannya Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.

Pasal 27
Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1), (2) dan (3)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri &pientu adalah Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telahgitat berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) dan (3)
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1) dan (2)
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas



